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Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
DAN
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

NOMOR: 004/NKBKH/II/2017
NOMOR: 2922 /MOU/PB AMAN/III/2017

Pada Hari Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh
Belas (17 Maret 2017) bertempat di Kampung Tanjung Gusta,
Medan-Sumatera Utara, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan yang
menyatakan kesalingpengertian antara kedua belah pihak dan merumuskan
langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka “Mendorong Penghormatan
dan Perlindungan Negara terhadap Masyarakat Adat Sebagai Bagian dari
Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak
sebagaimana telah disepakati adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pertukaran informasi secara teratur / berkala;

2. Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional “ Hak
Masyarakat Hukum Adat di Dalam Kawasan Hutan” yang telah dilakukan
pada tahun 2014-2015, mencakup:

a. Mendorong Percepatan Penghormatanan dan Perlindungan Negara
terhadap masyarakat adat melalui pembangunan hukum baik nasional
maupun daerah;
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b. Mendorong pengembangan mekanisme penyelesaian  konflik
masyarakat adat melalui dialog-dialog konstruktif dengan Kementerian
dan Lembaga Negara yang lain;

c. Mengembangkan model penyelesaian konflik yang mengedepankan
penghormatan terhadap hukum dan hak-hak asal usul masyarakat
adat;

3. Melakukan Inkuiri Nasional khusus untuk masyarakat adat di Papua;

Langkah-langkah sebagaimana telah disepakati di atas akan ditindaklanjuti
dengan penyusunan program kerjasama secara lebih rinci, dan akan
dipandang sebagai satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini merupakan perubahan dari Nota Kesepahaman yang
telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 November 2009
bertempat di Gedung YTKI Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani; 17
Maret 2017 - 17 Maret 2022 dan akan diperbaharui sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini telah dituangkan dan telah disepakati isinya
oleh kedua belah pihak, yang kemudian menandatanganinya di atas meterai
secukupnya.

Tanjung Gusta, 17 Maret 2017
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